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Indikator Kegiatan

Persentase kebijakan teknis yang ditetapkan

Persentase OPD yang dilakukan Pendampingan dan

Asistensi

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Persentase terpenuhinya Pemeliharaan BMD sesuai

dengan RKPBMD

Indikator Kegiatan

Persentase Objek Pemeriksaan (Obrik) yang Diawasi

Persentase Pengawasan Khusus yang terselenggara

Indikator Kegiatan

Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan

Evaluasi Kinerja yang tersusun

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan

pencapain kinerja program yang mendukung

kelancaran tugas dan fungsi

Persentase terwujudnya peningkatan Kapasitas

SUmber Daya Aparatur yang mendukung kelancaran

tugas dan fungsi

Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang

mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Administrasi

Perangkat Daerah

Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

dan Fasilitasi Pengawasan

Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan KegiatanKegiatan

Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Indikator Sasaran

Nilai SAKIP OPD
Indeks Kepuasan 

Layanan

Laporan Keungan 

Perangkat Daerah 

yang Tersaji seuai 

SAP

1. Level Kapabilitas APIP

2. Level Maturitas New Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

3. Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersaji sesuai SAP

4. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti

5. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP (temuan) yang ditindaklanjuti

6. Persentase Permintaan Pemeriksaan/Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

7. Persentase OPD yang mendapat penilaian hasil evaluasi SAKIP dengan Kategori “Baik”

8. Persentase OPD yang ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN 

ASISTENSI

Indikator Program:

Peningkatan Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan 

Pemerintahan

Indikator Program:

Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

(APIP)

Indikator Program:

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sub Kegiatan

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas

dan Fungsi

2. Meningkatkan Kapasitas Manajemen Pengawasan Terhadap 

Kualitas Hasil Pengawasan
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Misi:

Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan 

(M-1)

Visi:

Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia

Tujuan:

Mewujudkan Reformasi Birokrasi (T-1)

Sasaran:

Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan (S-1)

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

2. Nilai SAKIP Daerah

3. Indeks Pengelolan Keuangan Daerah

Indikator Sasaran:

Tujuan Inspektorat Daerah

Indikator:

Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator:

Pencapaian Kualitas Hasil Pengawasan

Sasaran Inspektorat Daerah Sasaran Inspektorat Daerah

1. Meningkatnya 

Nilai SAKIP Perangkat 

Daerah

2. Meningkatnya 

kualitas pelayanan 

kepada masyarakat

3. Meningkatnya Tertib 

Administrasi 

Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah

Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan  pemerintahan daerah

Indikator Sasaran Indikator Sasaran Indikator Sasaran

Koordinasi dan Peyusunan Dokumen RKA SKPD

Koordinasi dan Peyusunan Dokumen RKA Perubahan

SKPD

Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Bimbingan Teknik Implemetasi Peraturan Perundang-

Undangan

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan

Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pengawasan Desa

Kerja Sama Pengawasan Internal

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan APIP

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Sub Kegiatan

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Reviu Laporan Kinerja

Reviu Laporan Keuangan

Sub Kegiatan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi

Pengawasan

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan

Daerah

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian

Reformasi Birokrasi

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya

Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,

Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
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Kepala Daerah

SKPD (Eselon IV)

SKPD (Eselon III)

SKPD (Eselon II)
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Indikator Sub Kegiatan

Tersusunnya Dokumen Renstra

Tersusunnya Dokumen RKA-DPA SKPD

Tersusunnya Dokumen RKAP-DPAP SKPD

Indikator Sub Kegiatan

Jumlah OPD yang diawasi capaian kinerjanya

Jumlah OPD yang diawasi realisasi keuangannya

Jumlah OPD yang direviu Laporan Kinerjanya

Meningkatnya Pemeliharaan peralatan dan mesin

dalam Kondisi Baik

Meningkatnya Pemeliharaan Gedung Kantor dan

bangunan lainnya dalam Kondisi Baik

Jenis dan Jumlah Mebeleur yang dibeli

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Terpenuhinya penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor

Terlaksananya In House Training bagi Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Jumlah Kendaraan Dinas baik Roda Empat dan Roda

Dua yang diperadakan untuk Dinas Perorangan

maupun Operasional

Jenis dan Jumlah Peralatan Gedungan Kantor dan

Mesin yang dibeli

Jenis dan Jumlah pakaian dinas lapangan yang dibeli

Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Tersusunnya Laporan Ikhtisar

Tersusunnya Dokumen LAKIP SKPD

Jumlah Pegawai yang terpenuhinya Gaji dan

Tunjangannya

Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD

Jumlah APIP bertifikat sesuai keahlian

Jumlah Aksi Pengawasan Khusus

Jumlah OPD yang direviu Laporan Keuangan

Jumlah Desa yang diawasi realisasi keuangannnya dan

Pelaksanaan Kinerjanya

Jumlah kerja sama pengawasan yang dilakukan

dengan pihak tertentu

Jumlah Obrik yang di-Monev tindak lanjut rekomendasi

perbaikannya

Jumlah Kerugian Negara/Daerah yang diselesaikan

Indikator Sub Kegiatan

Jumlah kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan

bidang Pengawasan yang dirumuskan

Jumlah kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan

bidang Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan

Jumlah OPD yang difasilitasi melalui pendampingan /

asistensi dalam urusan pemerintahan daerah sesuai

bidangnya

Jumlah OPD yang difasilitasi melalui pendampingan /

asistensi / verifikasi / penilaian dalam

penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

Jumlah OPD yang difasilitasi melalui koordinasi/

monitoring / evaluasi / verifikasi / dalam pencegahan

dan pemberantasan korupsi

Jumlah OPD yang difasilitasi melalui pendampingan/

asistensi / verifikasi / dalam penegakan Integritas


